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A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa
instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian
pengaduan yang cepat dari penyedia layanan, segala bentuk kritik maupun aduan
yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan
pelayanan itu sendiri ke depannya. Untuk itu, terus dikembangkan strategi
penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelaksanaan perbaikan
pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Adapun fungsi laporan
pengaduan pengaduan masyarakat sebagai salahsatu upaya bentuk pencegahan

dan pemberantasan terhadap korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus
diberantas agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan
membuat peraturan perundang-undangan saja namum juga yang lebih penting
adalah membangun mental sumber daya manusia yang baik dan berintegritas,
sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Adapun
beberapa fokus/agenda dalam kegiatan dimaksud meliputi prinsip-prinsip dasar
pemberantasan korupsi, gratifikasi dan suap serta prinsip pengawasan, Selain itu,
terkait faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi, penindakan,
pencegahan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, berikut
mekanisme pelaporan gratifikasi serta himbauan terkait gratifikasi dan kriteria

gratifikasi yang perlu dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya peningkatan wawasan
pengetahuan yaitu salah satunya melalui penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai
wujud pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
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B. MAKSUD & TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat TA 2022 merupakan kegiatan dalam rangka upaya peningkatan

pengetahuan

serta pemahaman terkait gratifikasi

serta penyelenggaraan

pengaduan masyarakat secara prosedural berikut tata cara penyampaiannya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah:

A. Memberikan pemahaman yang memadai terkait gratifikasi dan upaya

pencegahan tindak pidana korupsi;

B. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai perihal tata kelola
pengaduan pelayanan publik secara prosedural berikut tata cara

penyampaiannya;

C.

serta transparan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan pada:

A. Hari/Tanggal
B. Waktu

C. Tempat

: Pukul 08.30 s.d selesai

D. AGENDA KEGIATAN
Agenda kegiatan sebagai berikut:

: Selasa, 23 Agustus 2022

Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efektif, efisien,

: Ruang Aula Gd Mahkamah Konstitusi

Waktu Uraian kegiatan Keterangan
08.30-08.45 REGISTRASI Seluruh Peserta
Pembukaan
-M ikan Lagu Ind ia R
enyany% aft Lagh nconesia tayd MC: Amelia Desy Ratna Y.
08.45-09.00 | —Menyanyikan Hymne Mahkamah L
L Pembaca doa: M. Rizki
Konstitusi
—Pembacaan Doa
09.00-09.15 1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan - Inspektur

2. Sambutan Sekretaris Jenderal MK

- Sekretaris Jenderal MKRI
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Paparan dari Kementerian PAN & RB:
— Pengelolaan Pengaduan
masyarakat di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

09.15-11.30

Narasumber dari KemenPAN dan RB
Moderator : Rimas Kautsar

Paparan dari KPK:

— Penanganan Gratifikasi di
lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

11.30-12.15

Narasumber dari KPK

12.15-12.45 | Diskusi

Daftar Undangan

E. MATERI SOSIALISASI

I. Paparan dari Kementerian PAN

& RB: Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahakamah Konstitusi

Wty panrb

Jumlah pengaduan diterima

2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
0

2018 2015

2020

Jumlah pengaduan diterima 123.560 196.437

Persentase pengaduan yang

selesal ditindaklanjuti 1% 68%

Road Map SP4AN-LAPOR!

Sasaran strategis SP4N pada tahun
2024 adalah Terwujudnya
Pengelolaan Pengaduan yang
Mampu Memberikan Respons &

yang dilihat dari indikator jumlah
pengaduan dan persentasi
penyvelesaian tindak lanjut

pengaduan.
Target
2024

195.438 164.143 58.892 1.819.160

66% 84.85% 75.83% 90%

menpan.go.id
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5 |
Alur Pengelolaan SPAN-LAPOR!

disposisi
* Monitoring dan Evaluasi \
pengelolaan nasional

Admln Nasmnal

* Melakukan Verifikasi &
Masyarakat disposisi
+ Monitoring dan
‘ Evaluasi pengelolaan
Unit/OPD
- Admin
\ + Memberikan respon Instans,
awal
g . Melakukan tindak
BerAKHLAK Pejabat  lanut
e Penghubun menpan.go.id
w panrb Kanal SPAN-LAPOR!
_ _ ios
Social Media SP4N LAPOR!
SMS Twitter, Line, Telegram, dan Facebook untuk pelapor dan
. (dalam pengembangan) Instansi Pengelola LAPOR!
Dapat juga menggunakan @ SP4N LAPORI untuk Admin

prefix seperti:
DAGRI(Spasi)Aduan [P sMs 1708 I

Android

ﬁ-
SP4N LAFPOR! ‘

r‘ Website
@& www.lapor.go.id
Kanal yang paling
ik

[> spaN LAPORI

untuk pelapor dan
Instansi Pengelola LAPOR!
untuk Admin

menpan.go.id
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26

Tindak Lanjut yang Diharapkan

Mengelola data

pengaduan
Pemanfaatan

Data

Melaksanakan Monev

secara berjenjang dan

berkala Monev Sosialisasi Melakukan
Sosialisasi Kepada

Masyarakat
mengenai LAPOR!

Komitmen

Memberikan Respons
> & Solusi Cepat serta
BerAKHLAK Terpercaya

e menpan.go.id

II. Paparan dari KPK: Penanganan Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

TABLE OF CONTENTS KPK-------

INTEGRITAS — _ 7 S

PELAPORAN
DAN PPG



www.mkri.id

Disiplin dan Kinerja dan Pelayanan Publik sl [ o
Taat Kode Etik Loyalitas Tanpa Korupsi

S INTEGRITAS

D_ — -
%

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Memenuhi Unsur Pasal 12B Ayat (1)

Pegawai Negeri atau i: 3 i' Menerima
Penyelenggara Negara - 1 Gratifikasi

Penerimaan Gratifikasi Tidak
* Berhubungan dengan Jabatan

2 Dilaporkan kepada KPK
dan E @ dalam Jangka Waktu 30 Hari
* Berlawanan dengan Kerja Sejak Diterimanya

Kewajiban atau Tugasnya Gratifikasi pasai 12¢)
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RESUME PERLAKUAN GRATIFIKASI

Gratifikasi dianggap

Suap

= berhubungan dengan
jabatan

= bertentangan dengan

MILIK NEGARA tugas dan kewajiban

Tidak berhubungan
dengan jabatan & tidak
bertentangan dengan

tugas dan kewajiban
WAJIB MILIK
DILAPORKAN PENERIMA

N

Surat Apresiasi

= Gratifikasi yang dianggap
suap
= Diberikan langsung

e)

GRATIFIKASI

MENERIRMA
Dalam keadaan tertentu:
= Diterima secara tidak langsung
» Pemberi tidak diketahui
= Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
= Kondisi tertentu tidak dapat menolak TIDAK WAJIB

DILAPORKAN

|
|

= Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019

F. PENUTUP
Demikianlah laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanan Bapak, diucapkan
terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Plt. Inspektur

Kurniasih Panti Rahayu

Digital Signature
mk-1180379428220825042543
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PERSIAPAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem pengendalian intern menurut PP nomor
60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah
untuk melakukan penilaian risiko. Pelaksanaan manajemen risiko adalah pendekatan
sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik
terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Proses Manajemen
Risiko adalah suatu proses yang diterapkan secara strategis meliputi penerapan kebijakan,
prosedur dan praktek manajemen yang dirancang untuk mengelola risiko guna memberikan
keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan dapat
dikelola sedemikan rupa sampai pada tingkat yang dapat ditoleransi

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya pengelolaan dan pembaharuan
atau update terhadapu profil risiko pada setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance).

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
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0. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 165 Tahun 2021 tentang Risk Officer
Manajemen Risiko Pada Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

10. Program Kerja Pengawasan (PKPT) Inspektorat Tahun 2022.

III. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko
dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 Oktober 2023 ini dihadiri oleh
terdiri dari Risk Owner (pemilik resiko) dan Risk Officer di seluruh unit kerja di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan update
profil risiko seluruh unit kerja dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko guna
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Jadwal Kegiatan

Hari /Tanggal : Kamis - Sabtu , 21-23 September 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Episode, Gading Serpong .Tangerang

B. Peserta dan Narasumber
1. Peserta;
Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam
Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2023 ini dihadiri
oleh terdiri dari pegawai yang menjadi tim Gugus Tugas PHPUdan Risk Owner
(pemilik resiko) serta Risk Officer di seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MKRI.
2. Narasumber;
a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):
1) Direktur Pengawasan Bidang Politik dan penegakan Hukum : Ikhwan Mulyawan
2) Koordinator Bidang penegakan Hukum : Nugroho Sri Danardhono
3) Auditor Muda : Ma’ruf Hidayat
4) Auditor : Risan Adhitama
b. Komisi pemberantasan Korupsi

1) Direktur Gratifikasi dan pelayanan Publik ; Herda Helmijaya

3
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V. RESUME KEGIATAN

A. Overview pelaksanaan Manajemen Risiko implementasi rangka persiapan
penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum serentak 2024

DALAM PP 60 TAHUN 2008

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

Pencapaian Tujuan

Penetapan Tujuan Struktur dan Proses
1 3
MENYUSUN
PERENCANAAN DAN
MENETAPKAN TUJUAN
ORGANISASI
I SESUAI VISI MISI ] [ EFEKTIVITAS & EFISIENSI J
- l KEANDALAN l
I CASCADING SELARAS ] |__PELAPORAN KEUANGAN _ |
1 | PENGAMANAN ASET
[ omewmamsn | — | et |
KOMUNIKASI
PROGRAM DAN J KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG
l _ KEGIATAN TEPAT UAAN e
Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008 DEPUTI BIDANG INVESTIGASI Q

0 —

150
§ia
APAKAH RISIKO ‘
STRATEGIS SUDAH
DIIDENTIFIKASs?« NS

Merupakan risiko yang )=

dapat mengancam
pencapaian

| tujuan/sasaran

| strategis Lembaga

Merupakan tanggung
| jawab Pemimpin
Lembaga dan

Proses Peradilan Konstitusi
tidak transparan dan tidak dapat
dimonitor publik

Kurangnya kualitas hasil
Pembel in pada kegiatan
pembelajaran yang disediakan

oleh Mahkamah Konstitusi

RISIKO
STRATEGIS
MK

wa
hanya dapat dilakukan
oleh Pemimpin
Lembaga

Pengendalian dapat
melibatkan beberapa
| Unit Kerja yang terkait

Kurangnya mutu manajemen
an substansi

anan parkara
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Penyelenggaraan
Kongres International
Court Justice Forum

Kesalahan pemberian intormasi dari pihak MK
kepada salah satu Peserta kegiatan Indonesian
Constitutional Court International Symposium
(ICCIS) dari Negara El Savador, sehingga
Peserta tidak membuat dokumen perjalanan

yang lengkap yang menyebabkan
pendeportasian yang bersangkutan di negara
transit sebelum tiba di Indonesia.

Penyebabnya : Pihak MK dalam mencari
keterangan bebas visa mengacu pada halaman
website  Kementerian Luar  Negeri  dan

Proses PBJ dan P3DN

PENGAWASAN
PELAKSANAAN
RENOVASI GEDUNG

Untuk  renovasi GeM(l (ruangan Hakim
Konstitusi) masih dalam proses e-katalog dengan
HPS Rp8,164 M.

Untuk renovasi Gedung III (ruangan karyawan)

harga kontrak pekerjaan Interior nilainya adalah
sebesar Rp5,909 M atau 80% dari nilai

Permasalahan
antara lain:

P3DN

pelaksanaan ~ P3DN
Belanja P3DN  belum menjadi
indikator kinerja utama.

Belum ada kebijakan yang
mendorong PDN dalam bentuk
Reward dan Punishment.

Peran APIP perlu ditingkatkan
dalam rangka pengawasan P3DN.
Belum ada pencantuman kewajiban

Kementerian Pariwisata yang belum up to date,
scharusnya konfirmasi dilakukan pada halaman
website Ditjen Imigrasi.

HPS sebesar Rp7,386 M.

Terdapat risiko kualitas

penggunaan barang wajib dalam

maupun  kuantitas dokumen proses PBJ.

. . .. .| [rencana pekerjaan dibawah yang dipersyaratkan Dalam  dokumen  pelaksanaan
—Schingga-terdapat ristko-tuntutanrganttrogrdart— [, eI I L) L
5 25 UaranT TORUMCIT SPCSTITRAST TCKNTS STITTZZa PeritT kontr: mk
nihalr  noacarta  Incnaltarat  norln maenalaii

Tahapan Pemilihan Umum 2024
PKPU Nomor 3 Tahun 2022

2023

0—0=—0—0—0

PENDAFTARAN PENETAPAN PARPOL
PARPOL PESERTA PEMILU PESEHTA PEMILY

a.

PROCRAM

O0—0—0—0—0Q’ .

PENCTAPAN IUMLAN KURS1 &
PENETAPAN DAPIL DPRO.
KABURATEN/NOTA

'PENYUSUNAN OAFTAR DEMILIN

PENCALONAN PRESIOEN
OAN WAKIL PRESIDEN

PENCALONAN ANGGOTA PR,

CALOHANANCGOTA G PENCALONAN ANGGOTA DPD

MASA KAMPANYE PEMILU

PENETAPAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TERPILIN

. SUARA
MASA TENANG v PENGHITUNGAN SUARA

Penanganan
Perkara
PHPU

PENGUCAPAN SUMPAN IANI!
PRESIOEN & WANIL PRESIOEN OPORI

PENETAPAN CALON TERPILIN

PENGUC PUNETAPAN PEROLENAN KURS) &
DPRO PROVIKA/KOTA CALON TERPILIN ANGGOTA 0P,
0RO PROVIKARIKOTA

E 0 a I_I [Tahapan Pemilihan Kepala Dacrah 2024 belum ada PKPUnya, masih ]

dalam proses pembahasan di Internal KPU (Biro Pemrakarsa)

Tujuan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun
2017:
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan pemilu; dan
Tujuan peanesaarmepkan g Yol edallt a8i e fisien.
1. Penanganan perkara PHPU dapat berjalan efisien dan efektif
2. Penanganan perkara PHPU terstandardisasi
Berdasarkan PMK Nomor 5 tahun 2023 tentang
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan  Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden.
Jadwal Penanganan Perkara PHPU Berlangsung pada:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran
pertama dimulai tanggal 15 Februari s.d. 16 April 2024
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD dimulai
tanggal 15 Februari s.d. 5 Juni 2024
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua sudah disiapkan draft PMK karena putaran kedua belum
pasti.
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Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada UUD 1945
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) yang mengamanatkan kepada

MK empat kewenangan dan satu kewajiban yaitu: Pemilu berjalan dengan sukses tidak hanya
ditentukan dari terlaksananya pemungutan
suara, tetapi juga ditentukan oleh
penyelesaian pelanggaran dan sengketa
yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

ISU STRATEGIS
1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana
untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif,
presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah

secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain
keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk
undang-undang. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila
sampai dengan tahun 2024, badan peradilan khusus untuk

penyelesaian sengketa pilkada belum terbentuk, sehingga

E penanganan perkaranya masih berada pada Mahkamah
Konstitusi.

Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan

memenuhi  hak  konstitusional warga negara dengan

{
N

Sela.ln 'tl‘_" Kewenangan Mahkamah Konstitusi pac.!a RIOSES) mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya
pemilu diatur pada UU Nomor 7 tahun 2017 Bagian Kedua mengadili constitutional complaint, constitutional question, dan
Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pasal pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap,
474 dan 475. sesuai wacana yang berkembang di masyarakat.

a3 I :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara
peserta pemilu/partai politik peserta pemilu/calon anggota DPD peserta
pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu
secara nasional.

Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penanganan Perkara

PHPU Tahun 2024 Risiko terjadi
PHPU

Identifikasi Risiko terkait Pemungutan dan Perhitungan Suara s
Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 antara Lain:
Kurangnya personil untuk setting logistik

al suara (crukar pengirimannya

Xdanya keributan dalam penctapan pasfon terpili

Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya

Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota

Kerusakan logistik pemilu

Kesulitan dalam mengakses dan mengirimkan data p pan hasil
Pemilu pada TPS ke aplikasi SIREKAP

Pemungutan suara melebihi waktu yang telah ditentukan

Keterlambatan p pan kebiiak

J 8

Gugatan hukum dengan menc l .

Kerusakan surat suara fotoend |
Risiko terkait PHPU Pilkada: woman Jem—
e Belum ada kebijakan PKPU —— ] ] - :
tahapan dan jadwal Pilkada serentak o p Wtusan Perkara/Risiko FRAUD
Juga PMK atas PHPU-nya M B e S s
Semakin banyak kegiatan, l I Proses Mitigasi Risiko (Rencana Penanganan Risiko) didasarkan pada
semakin banyak risiko gugatan dari ;—1—1 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 26.2 Tahun
peserta pilkada. — 2023
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Pengumuman
penghitungan
suara oleh KPU
secara Nasional

15 Feb s.d. 20 Maret 2024

Pengumuman
penghitungan
suara oleh KPU
secara Nasional

15 Feb s.d. 20 Maret 2024

Pemberitahuan hari sid
pertama kepada para pi
dan pemberi keterar

\

10

Pemeriksaan Pendahuluan

B

Penyampa

Putusan/Ketetapan

Digital Signature
mk-11902903231023091205

1

Pengajuan permohonan

I ——

pemoha

6

Pemberitahuan hari sid Ketetapan sebagai Pihak
pertama kepada p
pemberi keter

Terkait

1 ———
Pemeriks Pendahuluan

1 jawaban dan
n para pihak dan
pemberi keterangan

Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran II PMK 5 2023)

4

uan permohonan
pihak terkait

9

Pemeriksaan persidan

Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Umum
DPR, DPD, DPRD (Lampiran I PMK 5 2023)

2

3
] =
Permohonan Melengkapi dan Pemeriksaan Kelen
mohon memperbaiki Permohonan

Pemohpon

Perbaikan Permoho

6
v
pihak terkait

uan permohonan
cbagai Pihak Ter

an Jawaban Te
n Pihak Terk

an Bawaslu

Rapat Permusyawaratan
Hakim

16

Rapat Permusyawaratan

pan dan
n Pemohont

Penyampaian salinan
Permohonan Kkepada Termohon

4

Penerbitan hasil pemeriksaan

Permohonan Pemohon (HPKP3)

Pencatatan Permoho
Pemohon d m e-BRPK

14
Penguc

Putusan/Ketet
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VI. PENUTUP

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam
Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak
Tahun 2024 di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
yang dilaksanakan tanggal 21- 23 september 2023 telah berlangsung, khususnya bagi Risk
officer dan Risk Owner ( pemilik risiko )serta seluruh gugus Tugas penanganan perkara PHPU
pada setiap unit kerja. Summary Kkegiatan Bimtek :

» Seluruh peserta yang terbagi dalam tiga tahapan telah dapat menyelesaikan
identifikasi peristiwa, penyebab, dan dampak risiko dari seluruh tahapan dan
kegiatan dalam penanganan perkara. Adapun tahapan penanganan perkara sebagai
berikut:

1. Tahapan pengajuan dan pendaftaran permohonan yang terdiri dari 3 sub tahapan
yaitu layanan konsultasi, pengajuan dan pendaftaran permohonan dan
pendistribusian perkara, jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek
Menrisk untuk tahap 1 adalah sejumlah = 113 risiko berdasarkan identifikasi
peristiwa risiko yang mengacu pada masing masing sub tahapan

2. Tahapan persidangan yang terdiri dari dua tahap persiapan persidangan dan
persidangan, Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk
tahap 2 adalah sejumlah = 224 risiko berdasarkan identifikasi peristiwa risiko
yang mengacu pada masing masing sub tahapan

3.  Tahapan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara, terdiri dari dua tahapan
yaitu, minutasi perkara dan administrasi pasca putusan, jumlah risiko yang berhasil
diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk tahap 3 adalah sejumlah = 47 risiko
berdasarkan identifikasi peristiwa risiko yang mengacu pada masing masing sub
tahapan

4. Total identifikasi peristiwa risiko : 384 risiko

5.  Selanjutnya Inspektorat akan melakukan review dan verifikasi pada seluruh risiko
yang telah di identifikasi untuk dilakukan analisis resiko pada setiap tahapan
penanganan perkara.

6. MKRI terus berupaya dalam penanganan identifikasi titik rawan gratifikasi pada
setiap unit kerja di Lingkungan MKRI dalam bentuk penguatan budaya anti korupsi.

Demikian laporan ini kami susun, atas perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima

kasih.
Mengetahui, Hormat kami,
Inspektur Kepala Sub bagian Tata usaha Inspektorat
Kurniasih Panti Rahayu Arshinta Fitri Diyani
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Lampiran

Dokumentasi kegiatan
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SOSIALISASI KEPADA PUBLIK UNTUK PENCEGAHAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN GEDUNG MAHKAMAH
KONSTITUSI

Jumat, 5 Juli 2024 08:38:25

Publikasi mengenai larangan gratifikasi yang dipasang pada signage
yang ditempatkan pada ruang publik di Gedung Mahkamah Konstitusi
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AGAR PARA ""NCARI KEADILAN TIDAK MELAVANI |
PERMINTAA.. ~EIUMLAH NANG,
APAPUN, DENGiAi ..0IASI ATATUL,

Pemberitahuan larangan gratifikasi terkait perkara kepada pihak yang
berkepentingan dipasang pada area layanan publik seperti di dekat
Ruang Penerimaan Perkara dan area ruang sidang
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Pemberitahuan untuk tidak membicarakan terkait perkara dipasang
pada area ruang kerja dan ruang tamu Hakim Konstitusi sebagai upaya
pencegahan gratifikasi
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RISELAH DAPAT LALGSUNG

| DIUMDUM GRATIS DENGAN
PERANGKAT ELEKTRONIK YANG
TERSAMBUNG INTERNET MELALUI
LAMAN WWW MKRLID

RISALAH DAPAT DIUNDUH
DENGAN MENGGUNAKAN
FASILITAS POJOK DIGITAL D)
LOBSY UTAMA GEDUNG MK

%5 mkriid/index php?page=web.Regulation&id=1&pages= 1&menu=6&status=2 B a & = 4 ‘ H
PERATURAN | PERATURAN MK
PERATURAN DAN KEPUTUSAN SEKJEN
UU Mahkamah Konstitusi
Di File
udul Tentan:
) 9 Unduh  Pendukung
Peraturan Sekretaris Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Jenderal Mahkamah Mazhkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang 8 Kik Disini
Konstitusi Nomor 33 Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan :
Tahun 2024 dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Peraty Sekretaris
J:r::e“r:”mi‘;l:; Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Nomor 52.2 Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 Tentang Road Map 799 Klik Disini
N Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024
Tahun 2023
Peraturan Sekretaris Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar 1669 ik Disini
Konstitusi Nomor 2.1 Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat -
Tahun 2022 Jenderal Mahkamah Konstitusi
Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 6699 Kiik Disini
Konstitusi Nomer 2.1 2020-2024
Tahun 2022
Peraturan Sekretaris Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah hd

Publikasi informasi dan peraturan mengenai layanan bebas biaya di
Mahkamah Konstitusi
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Nomor : 2004/PW.02/03/2024 Jakarta, 26 Maret 2024
Perihal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2024

Kepada Yth.
Seluruh Pejabat, Pegawai, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI
Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka menindaklanjuti ~ Surat Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor

1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi
di Hari Raya, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi mendukung upaya pencegahan
korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar
lainnya.
Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menjadi teladan bagi
masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan
perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik
secara individu maupun mengatasnamakan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, perusahaan,
dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,
merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi agar tidak menggunakan fasilitas
dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait
dengan kedinasan;
Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau memiliki masa
kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang
membutuhkan, dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Konstitusi
disertai dokumentasi penyerahannya;
Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk
yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
Penolakan atau penerimaan gratifikasi untuk dilaporkan kepada UPG Mahkamah Konstitusi secara
langsung atau sesuai dengan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaporan Gratifikasi melalui
Media Elektronik di Lingkungan Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
gratifikasi ditolak atau diterima.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pengendalian
gratifikasi terkait hari raya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

SEKRETARIS JENDERAL

HERU SETIAWAN

Tembusan Y.M./Yth.:

1.
2.
3.
4,
5.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;

Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
Bapak/Ibu Hakim Konstitusi;

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
Panitera Mahkamah Konstitusi

Digital Signature
mk-1383641431240326082413
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